MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENOADILAN NEGERI PURDALINGGA
A Letnan Akhmod D-8) Prbofingg FAR PURBALINGOA
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http://www pn-purbalingga.go Id/
PUBLIKASIINDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Perlode: | April 2028 8/d 30 Junl 2028
JUMLAH 36 RESPONDEN
GENDER Loki-Loki : 17 org Perempuan : 19 org
PENDIDIKAN  Tidok/Belum Sekoloh:0orgSD:1org  Diploma 2 : 0 org
SURVEY PURSIPEI ANTI KORUPSI SMP:1org Diploma 3 : 4 org
NILAIINDEKS BERJALAN SMU: 19 org safjona §1 : M org
3'84 /95,97 % Diploma: 0 org Magister 52 : 0 org
PEKERJAAN PNS:20rg Doktor $3: 0 org
TNI: 0 org Wiraswasta : 30 org
Polri: 0 org Wirgusaha: 0 org
Loinnya: 4 org Tenoga Kontrak : 0 org
Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilal Rata-Rata per Unsur:
1. Apakah selalu mudah dalom mendapatkan informasi tentang tarif /biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di 3.50
Pengadilan ?
2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah seteloh proses pembayaran di Pengadilan dilokukan ? 3.56

3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yong berlaku? .58

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

1. Tindak lanjut pada unsur opakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun
petugas layanan di Pengadilan yaitu pengguna layanan di Pengadilan Negeri Purbalingga selalu mudah dalam mendapatkan informasi
mengenai tarif/biaya. Pengguna layanan dapat mendapatkan informasi transparansi biaya melalui petugas ptsp secara langsung
maupun informasi biaya pada website Pengadilan Negeri Purbalingga. Terdopat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
Nomor: 90 /KPN.W12-U25/SK HK2.4/1/2026 Tentang Ketentuan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan Dan Panjor Biaya Perkara
perdata (Voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalinggo.

2. Tindak lanjut pada unsur apakah menerima bukti transaksi keuangan | pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di
Pengadilan dilakukan ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya | PNBP ) adalah pengguna layanan menerima bukti transaksi keuangan /
pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP ).

3. Tindak lanjut pada unsur apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berloku adalah
pelayanan oleh petugas di Pengadilan selalu memberikan pelayanan sesuai dengon Standar Pelayanan yang berlaku dan Pembina
selalu memberikan arahan terhadap pegawai pengadilan agar selalu mempelojari peraturan yang berlaku dan terus update karena
ilmu pengetahuan selalu berkembang dan KPN sudah menetapkan Pemberlakuan SOP Badilum.

* Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda SN RTAS 1Juli 2026
sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus Y i
memperbaiki kualitas pelayanan.




